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SALINAN 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NGAWI 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI 

NOMOR 17 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN NAMA PROGRAM SINIAR/PODCAST  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  

 

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi 

masyarakat, serta menjamin tersedianya informasi 

demokrasi dan kepemiluan yang ramah akses bagi 

masyarakat di Kabupaten Ngawi, diperlukan media 

komunikasi alternatif yang informatif dan adaptif 

melalui program Siniar/Podcast; 

b. bahwa untuk memberikan identitas dan ciri khas pada 

program komunikasi tersebut, perlu ditentukan nama 

program Siniar/Podcast resmi Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ngawi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Nama Program 

Siniar/Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Ngawi. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2015 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6541); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 183); 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan 

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
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Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1160); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi 

dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum. 

 

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Ngawi Nomor : 45/PK.01-BA/3521/2025 tentang Rapat 

Pleno Rutin Membahas Rencana Kegiatan dan Laporan 

Progres Kegiatan Divisi Masing-Masing Tahun 2025; 

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa 

Timur Nomor: 430/HM.02-SD/35/2025 tanggal 13 

November 2025 Perihal Optimalisasi Podcast dan Data 

Hasil Pemilu 2024; 

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-

076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  

 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN 

NGAWI TENTANG PENETAPAN NAMA PROGRAM 

SINIAR/PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

NGAWI. 

KESATU : Menetapkan Nama Program Siniar/Podcast Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yaitu "Podcast TPS 

35.21"; 

KEDUA : Koordinasi pelaksanaan program Siniar/Podcast 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, 

Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; 

KETIGA 

           

: 

 

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi 

Tahun Anggaran 2026; 
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi 

Pada tanggal, 20 Mei 2026 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN NGAWI, 

 

ttd 

 

SAMSU MUSTAKIM 

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 
  
 
Dwi Ardiani 
 


